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ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban
melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan tepat waktu, maka
dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Luwu
pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Selatan seta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor
29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi Selatan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua aatas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota
menjadi Udang-Undang (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan
Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik
Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi
Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Komisi Pemilihan Umum



CATATAN :

Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemilihan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 80/Kpts/TAHUN 2017 tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang
Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Guberrnur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
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